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ABSTRAK

Tanah merupakan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan hukum
yang sangat penting bagi masyarakat. Oleh sebab itu, setiap peralihan hak atas
tanah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agar memberikan kepastian
dan perlindungan hukum bagi para pihak. Dalam praktiknya, masih banyak
transaksi jual beli tanah yang dilakukan tanpa menggunakan akta notaris atau
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), termasuk dalam jual beli lahan plasma PT
Citra Lestari Bhakti (CLBB) di Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi
Rawas. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum mengenai keabsahan
perjanjian dan akibat hukum dari transaksi tersebut. Rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah: (1) bagaimana keabsahan perjanjian jual beli lahan plasma
PT CLBB di Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, dan (2) apa akibat hukum
dari perjanjian jual beli lahan plasma yang tidak dibuat di hadapan notaris atau
PPAT.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan
perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi
kepustakaan serta penelitian lapangan berupa wawancara dan observasi terhadap
masyarakat pemilik lahan plasma, pihak perusahaan, serta pihak terkait lainnya.
Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan
hukum positif dengan fakta yang terjadi di lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli lahan plasma yang
dilakukan tanpa akta notaris/PPAT pada dasarnya dapat dianggap sah secara
perdata sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam
Pasal 1320 KUH Perdata. Namun secara hukum agraria, perjanjian tersebut tidak
memenuhi ketentuan formal karena tidak dibuat dalam bentuk akta autentik
sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah. Akibatnya, peralihan hak atas tanah tidak dapat didaftarkan di
Badan Pertanahan Nasional sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum,
lemahnya kekuatan pembuktian, serta potensi sengketa di kemudian hari.

Kata Kunci: Keabsahan Perjanjian, Lahan Plasma, Perjanjian Jual Beli.



ABSTRACT

Land is a resource that has significant economic, social, and legal value for
society. Therefore, every transfer of land rights must be carried out in accordance
with legal provisions in order to provide legal certainty and protection for the
parties involved. In practice, there are still many land sale and purchase
transactions conducted without using a notarial deed or a deed made by the Land
Deed Official (PPAT), including the sale and purchase of plasma land of PT Citra
Lestari Bhakti (CLBB) in Muara Lakitan District, Musi Rawas Regency. This
condition raises legal issues regarding the validity of the agreement and the legal
consequences of such transactions. The problems formulated in this study are: (1)
what is the form of the plasma land sale and purchase agreement of PT CLBB in
Muara Lakitan, Musi Rawas Regency, and (2) what are the legal consequences of
plasma land sale and purchase agreements that are not made before a notary or
PPAT.
This research uses an empirical legal research method with statutory, conceptual,
and sociological approaches. Data were obtained through literature study and
field research in the form of interviews and observations with plasma landowners,
company representatives, and other related parties. The data were analyzed
qualitatively by linking positive legal provisions with facts found in the field.
The results of the study show that plasma land sale and purchase agreements
conducted without a notarial/PPAT deed can basically still be considered valid
from a civil law perspective as long as they fulfill the requirements for a valid
agreement as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. However,
from the perspective of agrarian law, the agreement does not fulfill the formal
requirements because it is not made in the form of an authentic deed as required
by Article 37 paragraph (1) of Government Regulation No. 24 of 1997 concerning
Land Registration. As a result, the transfer of land rights cannot be registered at
the National Land Agency (BPN), which leads to legal uncertainty, weak
evidentiary strength, and the potential for disputes in the future.

Keywords: Validity of Agreement, Plasma Land, Sale and Purchase Agreement.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepastian hukum merupakannsalahhsatunasas fundamental dalam

negara hukum (rechtsstaat). Dalam pandangan klasik, konsep negara

hukum lahir untuk membatasi kekuasaan agar tidak digunakan secara

sewenang-wenang oleh penguasa, serta menjamin bahwa seluruh tindakan

pemerintah dan warga negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku.

Kepastian hukum berarti bahwa hukum harus disusun secara jelas dan

tegas, tetap, konsisten, dan dapat diprediksi (predictable) sehingga setiap

orang dapat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya di

hadapan hukum. Tanpa kepastian hukum, kehidupan bermasyarakat akan

diwarnai oleh ketidakadilan, ketidakteraturan, dan ketidakpercayaan

terhadap sistem hukum itu sendiri.1

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum (rechtssicherheit)

merupakan salah satu dari tiga nilai dasar dalam hukum, selain keadilan

(gerechtigkeit) dan kemanfaatan (zweckmäßigkeit).2 Ketiga nilai tersebut

harus berjalan seimbang dalam penegakan hukum. Kepastian hukum

berarti bahwa hukum harus ditegakkan secara pasti, tidak menimbulkan

tafsir ganda, dan diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum.

1 Gustav Radbruch, 1975, Legal Philosophy, diterjemahkan oleh Kurt Wilk Greenwood
Press, New York, hlm. 107.

2 Gustav Radbruch, 1932, Einführung in die Rechtswissenschaften, Leipzig: Quelle &
Meyer, hlm. 28.
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Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat memperoleh jaminan

bahwa hukum bukan sekadar norma ideal, tetapi juga dapat memberikan

perlindungan nyata terhadap hak-hak mereka. Dalam konteks ini,

kepastian hukum menjadi dasar bagi terciptanya keadilan formal yakni

kepatuhan terhadap aturan hukum positif yang berlaku secara objektif.3

Dalam sistem hukum Indonesia, asas kepastian hukum tercermin

dalamiiPasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 yang menegaskaniibahwa “NegaraiiIndonesiaiiadalahiinegara

hukum”. Konsekuensinya, seluruh aspek kehidupan bernegara harus

diselenggarakan berdasarkan hukum yang menjamin keadilan dan

ketertiban. Menurut Philipus M. Hadjon, kepastian hukum dalam konteks

negara hukum Indonesiaiitidakiihanyailmenuntutlladanyaliperaturan

perundang-undangan iyanglljelasldan rasional, tetapiiijugai

pelaksanaannya yang konsisten oleh aparat pemerintahan dan peradilan.

Dengan demikian, kepastianllhukumlltidak hanya bersifat normatif,

tetapilljugaiioperasional, yaitu menjamin adanya perlakuan hukum yang

adil dan tidak diskriminatif bagi setiap warga Negara.4

Van Apeldoorn menegaskan bahwa kepastian hukum adalah

kondisi di mana hukum dapat memberikaniiiperlindunganiiiterhadap

tindakan sewenang-wenang, baik oleh sesama warga negara maupun oleh

penguasa. Hukum yang pasti

memberikaniirasaiiamaniikepadaiimasyarakatiikarena mereka dapat

3 Ibid.
4 Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu,

Surabaya, hlm. 34.
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memperkirakan akibat hukum dari setiap perbuatan yang dilakukan. Oleh

sebab itu, kepastian hukum merupakan sarana untuk mencapai ketertiban

(order) dalam masyarakat dan menjamin stabilitas sosial.

Dalam konteks hukum perdata, khususnya dalam hal perjanjian

jual beli tanah, asas kepastian hukum menjadi sangat penting karena

menyangkut hak milik seseorang atas tanah objek hukum yang memiliki

nilai ekonomi dan sosial tinggi. Kepastian hukum diwujudkan melalui

adanya aturan formal yang mewajibkan setiap transaksiiperalihanihakiiatas

tanahiiharus dilakukaniimelalui akta autentik yang disusun oleh pejabat

yang berwenang, yakni Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dengan

adanya akta tersebut, perjanjian jual beli tanah tidak hanya sah secara

perdata, tetapi juga memiliki kekuatan pembuktian otentik serta dapat

dijadikan dasar administrasi pendaftaran tanah di Badan Pertanahan

Nasional (BPN).5 Oleh sebab itu, kepastian hukum dalam transaksi tanah

bukan hanya persoalan formalitas administratif, tetapi juga merupakan

bentuk perlindunganiihukumiipreventif bagiiipihakiiyangiiberitikadiibaik.6

Dengan demikian, asas kepastian hukum tidak sekadar menjadi

prinsip abstrak, melainkan juga memiliki implikasi praktis dalam

menjamin keteraturan, keadilan, daniiperlindunganiihak-hakiimasyarakat,

termasuk dalam setiapiiperbuataniihukumiiyang berkaitan denganiitanah

sebagai sumber daya vital bangsa.

5 Urip Santoso, 2010, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta, hlm.
92.

6 Boedi Harsono, 2005, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, hlm. 109.
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Tanah merupakan sumberiidayaiiyangiimemiliki nilai strategis

dalamiikehidupaniimasyarakatiiIndonesia, baik dari dimensi ekonomi,

sosial, maupun politik. Dalam perspektif ekonomi, tanah adalah faktor

produksi yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pembangunan,

investasi, pertanian, pemukiman, dan kegiatan industri. Sebagai aset

ekonomi, tanah memiliki nilai yang terus meningkat dan menjadi

instrumen penting untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.7 Nilai

tanah yang relatif stabil dan cenderung naik menjadikannya sebagai objek

investasi jangka panjang yang sangat menguntungkan. Selain itu, tanah

juga dapat menjadi objek jaminan dalam transaksi keuangan, sehingga

memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi masyarakat.

Dari aspek sosial, tanah mempunyai hubungan yang erat dengan

identitas, struktur sosial, dan keberlangsungan hidup masyarakat.8 Bagi

masyarakat Indonesia, terutama masyarakat adat dan pedesaan,

tanahiitidak hanyaiidipandangiisebagaiiiasetimaterial, tetapiiijugaiisimbol

kultural yang berkaitan dengan sejarah, tradisi, dan hubungan spiritual

dengan leluhur. Keterikatan masyarakat terhadap tanah tercermin dalam

pola pemukiman, hubungan kekerabatan, sistem pewarisan, serta pranata

sosial lainnya. Karena itu, kehilangan tanah dapat berdampak signifikan

7 Maria S.W. Sumardjono, 2001, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan
Implementasi, Kompas, Jakarta, hlm. 15

8 Boedi Harsono, 2005, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, hlm. 55
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terhadap stabilitas sosial, termasuk hilangnya sumber penghidupan,

perubahan status sosial, hingga munculnya konflik horizontal antarwarga.9

Secara politik, tanah memiliki posisi strategis karena berkaitan

langsung dengan kekuasaan, kontrol ruang, dan struktur kepemilikan

dalam masyarakat. Penguasaan tanah dapat menentukan posisi tawar suatu

kelompok dalam struktur politik lokal.10 Oleh sebab itu, regulasi mengenai

tanah sering kali menjadi instrumen negara untuk menjaga stabilitas dan

legitimasi kekuasaan. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia,

distribusi dan penguasaan tanah menjadi isu politik yang sangat penting,

mengingat sejarah panjang ketimpangan penguasaan tanah sejak masa

kolonial. Ketidakseimbangan penguasaan tanah dapat memicu konflik

agraria dan ketidakstabilan politik.11 Karena itu, negara melalui UUPA

1960 berusaha menata kembali struktur penguasaan tanah untuk

mewujudkan keadilan sosial sebagaimana tujuan konstitusional.

Dalam praktik pertanahan, nilai strategis tanah terlihat dari

banyaknya sengketa yang muncul akibat perebutan hak kepemilikan,

peralihan hak, tumpang tindih sertifikat, hingga sengketa antara

masyarakat dan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa tanah bukan

hanya objek hukum biasa, tetapi juga memiliki dimensi multidisipliner

yang melibatkan kepentingan ekonomi, sosial, dan politik secara simultan.

9 I Nyoman Nurjaya, 2008, Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Hukum
Adat dan Hukum Nasional, Universitas Brawijaya Press, Malang, hlm. 74.

10 Gunawan Wiradi, 2000, Reformasi Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir, PT Insist
Press, Jakarta, hlm. 22.

11 Noer Fauzi Rachman, 2012, Masalah Agraria dan Penyelesaiannya, Konsorsium
Pembaruan Agraria, Jakarta, hlm. 31
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Oleh sebab itu, setiap transaksi yang berkaitan dengan tanah, termasuk jual

beli, harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku agar tidak

menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat.12

Dari aspek sosial, tanah mempunyai hubungan yang erat dengan

identitas, struktur sosial, dan keberlangsungan hidup masyarakat.13

Dengan demikian, tanah bukan hanya aset material, tetapi

merupakan sumber daya fundamental yang menentukan kesejahteraan,

identitas sosial, dan stabilitas politik masyarakat. Nilai strategis tanah

inilah yang menjadi dasar pentingnya pengaturan hukum agraria yang

ketat serta pentingnya kepastianiihukumiidalam setiap peralihan hak,

termasuk melalui kewajiban menggunakan

aktaiiotentikiidalamiijualiibeliiitanah agar hak masyarakat terlindungi.14

Jual beliiitanahiimerupakaniisalahiisatuiibentukiiperbuatan hukum

pentingidalamiimasyarakat karenaiimenyangkutiiperalihanihakiiatasiitanah

yangiimemilikiiinilaiiiekonomi, sosial, serta kedudukan strategis bagi

pemiliknya. Oleh sebab itu, setiap transaksiiijualiibeliiitanah harus

memberikaniijaminan keadilan daniperlindunganihukumibagiiiparaipihak

yangiiterlibat, baikiipenjualiimaupuniipembeli. Keadilan dalam konteks

jual beli tanah berarti bahwa perjanjian harus dibuat berdasarkan

kesepakatan yang bebas, transparan, tanpa paksaan, serta mencerminkan

12 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah Kencana, Jakarta, hlm. 97
13 Boedi Harsono, 2005, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, hlm. 55.
14 R. Subekti, 2003, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, hlm. 89.
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proporsionalitas hak dan kewajiban para pihak.15 Jika salah satu pihak

beradaiipadaiiposisi iyang lebih lemah dan tidak mendapatkan

perlindungan yang memadai, maka transaksi tersebut berpotensi

menimbulkan ketidakadilan daniisengketaiidiiikemudianiihari.

Perlindungan hukumiidalam jualiibeliiitanah juga terkait erat

dengan asasiikepastianiihukum, yaituiibahwaiiperalihaniihakiiatasiitanah

hanyaiidapatiidinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan hukum positif

yang berlaku. Menurut doktrin hukum perjanjian, suatu perjanjian hanya

dapat memberikan perlindungan efektifiiapabilaiimemenuhiiisyaratisah

perjanjianiisebagaimanaiidiaturiidalamiiPasal 1320 KUH Perdata, yaitu

adanyaiikesepakatan, kecakapaniibertindak, objekiitertentu, danicausa

yang halal.16 Pemenuhan syarat ini bukan hanya formalitas, tetapi menjadi

dasar untuk menentukan apakah perjanjian tersebut dapat menimbulkan

akibat hukum yang mengikat.

Dalam konteks agraria, perlindungan hukum semakin penting

karena hukum agraria Indonesia telah menetapkan bahwaiiperalihaniihak

atasitanahiharusidituangkan dalam bentuk akta otentik yangiidibuatiioleh

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Aktaitersebut

tidakiihanyaiiberfungsi sebagaiiialatiibukti, tetapi juga sebagai syarat

administratif untuk melakukaniipendaftaran peralihaniihak di Badan

Pertanahan Nasional (BPN). Tanpa akta PPAT, jual beli tanah tidak dapat

didaftarkan, sehingga pembeli tidak memperoleh kepastian atas hak

15 Agus Yudha Hernoko, 2010, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak
Komersial, Kencana, Jakarta, hlm. 45.

16 R. Setiawan, 1987, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung , hlm. 52.
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kepemilikan yang telah dibayar. Kondisi ini dapat merugikan salah satu

pihak dan membuka peluang munculnya klaim pihak ketiga, tumpang

tindih hak, maupun sengketa kepemilikan.17

MenurutiPhilipus M. Hadjon, perlindunganihukumiterbagiimenjadi

perlindunganihukumipreventifidanirepresif. Dalam konteks jual beli tanah,

akta PPAT merupakaniibentukiiperlindunganiihukumiipreventifiikarena

mencegahiitimbulnyaiisengketaiidengan memberikan bukti otentik dan

memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai prosedur. Sementara itu,

perlindungan represif muncul ketika terjadi sengketa dan pengadilan

memberikan putusan berdasarkan alat bukti yang sah, termasuk akta

otentik tersebut. Jika transaksi dilakukan hanya secara di bawah tangan

tanpa akta otentik, maka kekuatan pembuktian menjadi lemah dan

perlindungan hukum tidak dapat diberikan secara optimal.

jual beli tanah harus memberikan keadilan substantif, yaitu

perlindunganiihukum yangiitidakiihanyaiiberhenti pada aspek formal,

tetapiijugaimenjamin bahwa hak-hak para pihak dihormati dan dilindungi

secara proporsional. Dalam praktik, ketidakadilan dalam jual beli tanah

sering muncul akibat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai

prosedur hukum atau adanya praktik manipulatif dari pihak-pihak tertentu,

seperti perusahaan atau pihak yang memiliki kekuasaan ekonomi.18 Oleh

sebab itu, hukum agraria menempatkan akta PPAT sebagai instrumen

17 Urip Santoso, 2010, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta, hlm.
92.

18 Maria S.W. Sumardjono, 2008, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan
Budaya, Kompas, Jakarta, hlm. 62.
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penting untuk memastikan bahwa perjanjian dibuat secara sah, benar, dan

sesuai dengan asas keadilan.

Dengan demikian, kepastianiihukum, keadilan, daniiperlindungan

hukumimerupakanisatu kesatuaniyangiharus berjalan serentak dalam

setiap transaksiiijualiibeliiitanah. Tanpa perlindungan hukumiiyang

memadai, transaksi jualibeliitanah berpotensi merugikan para pihak dan

menimbulkan sengketa yang dapat mengganggu ketertiban sosial dan

keamanan hukum. Oleh sebab itu, pemenuhan prosedur formal,

penggunaan akta otentik, serta pendaftaraniihakiiatasiitanahiimerupakan

langkahiyang tidak hanya bersifat administratif, tetapiiijuga merupakan

kewajiban hukum untuk memastikan bahwa jual beli tanah dapat

memberikan jaminan keadilan daniperlindungan hukum bagi semua pihak

yang terlibat.19

Akta otentik merupakan instrumen hukum yang memiliki peran

sangat penting dalam setiap transaksi yang berhubungan dengan peralihan

hakiiatasiitanah. DalamiisistemiihukumiiIndonesia, aktaiiotentik yang

dibuat olehiNotaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan

alatiibuktiiitertinggiiiyangiidiaturiidalamiiPasal 1868 KUH Perdata.20 Akta

otentik tidakiihanya berfungsi sebagai bukti tertulis biasa, tetapi juga

sebagaiijaminan bahwa suatu perbuatan hukum telah dilakukan menurut

tata cara yang sah, diihadapanipejabatiumum yang memiliki kewenangan.

Oleh sebab itu, akta otentik menjadi perwujudan konkret dari asas

19 Boedi Harsono, 2005, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, hlm. 108.
20 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1868.
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kepastian hukum, yakni prinsip bahwaiisetiapiitindakan hukum harus

dilakukan berdasarkan prosedur yang jelas, pasti, dan memberikan

perlindungan bagi paraipihak.

Dalamiikonteksiijualiibeliiitanah, akta PPAT memiliki nilai yang

strategis karena merupakan syarat formal yang wajib dipenuhi agar

peralihaniihakiiatasiitanah dapat didaftarkan di Badan Pertanahan

Nasional (BPN).21 Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 menegaskanibahwaiperalihanihakiatasitanahimelalui jual beli

hanyaidapat didaftarkaniapabilaidibuktikanidenganiaktaiyang diterbitkan

oleh PPAT. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara menempatkan akta

PPAT sebagai instrumen legal yang menjamin ketertiban administrasi

pertanahan serta melindungi kepentingan hukum para pihak. Tanpa akta

PPAT, peralihan hak tidak dapat disahkan secara administratif, sehingga

menimbulkan ketidakpastian status kepemilikan tanah.

Pentingnya akta otentik juga terkait dengan fungsi preventif dalam

melindungi hak-hak para pihak. Menurut Habib Adjie, akta otentik

merupakan bentuk perlindungan hukum preventif karena notaris atau

PPAT berkewajiban memverifikasi identitas para pihak, memastikan

kecakapan bertindak, memeriksa keabsahan objek, serta mengonfirmasi

bahwa perjanjian diterbitkan berdasarkan kesepakatan tanpa adanya

paksaan.22 Proses verifikasi ini menjadi bentuk kontrol hukum yang

21 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 37 ayat
(1).

22 Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, hlm. 54.
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mencegah terjadinya penipuan, kesalahan data, atau penyalahgunaan

wewenang. Dengan demikian, akta otentikitidakihanyaiberfungsiisebagai

alat bukti, tetapiijugaisebagaiimekanismeipengawasan langsung terhadap

keabsahan substansial dan formal dari perbuatan hukum.

akta otentik memiliki fungsi pembuktian sempurna (volledig

bewijs) menurut hukum acara perdata.23 Dalam persidangan, akta otentik

menjadi bukti yang tidak dapat dibantah kecuali melalui gugatan balik

mengenai keaslian atau keabsahannya. Hal ini

memberikaniiperlindunganiihukum represif

bagiiiparaiipihakiiapabilaiiterjadiiisengketa, karena akta tersebut dianggap

telah membuktikan kebenaran materiil mengenai waktu, tempat, identitas

pihak, dan substansi yang dituangkan dalam perjanjian. Tanpa keberadaan

akta otentik, posisi hukum para pihak, terutama pihak pembeli, menjadi

lemah karena tidak memiliki bukti yang kuat untuk mempertahankan

haknya.

Asas kepastian hukum dalam transaksi pertanahan juga

diwujudkan melalui tertib administrasi tanah yang bertujuan menghasilkan

data kepemilikan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut

Boedi Harsono, pendaftaran tanah merupakan upaya negara untuk

menjamin kepastian hak dan mencegah sengketa dengan menyediakan

bukti kepemilikan yang kuat dan konsisten.24 Akta PPAT merupakan

langkah awal dan pintu masuk dari proses pendaftaran tanah tersebut.

23 R. Subekti, 2002, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 47.
24 Boedi Harsono, 2005, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, hlm. 110.
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Dengan demikian, akta otentik tidakiidapatiidipisahkan

dariiisistemiiadministrasi pertanahaniiyang modern dan berorientasi pada

tertib hukum.

sengketa tanah yang muncul di Indonesia sering kali berakar dari

transaksi yang dilakukan tanpa akta otentik atau bahkan hanya melalui

perjanjian di bawah tangan.25 Tanpa akta PPAT, transaksi tidak dapat

didaftarkan, menimbulkan tumpang tindih kepemilikan, keterbatasan bukti

hukum, dan membuka ruang bagi pihak yang tidak beritikad baik untuk

mengklaim hak atas tanah tersebut. Oleh sebab itu, penggunaan akta

otentik bukan hanya pilihan melainkan mandat hukum yang diorientasikan

untuk mencegah ketidakpastian, menjaga keadilan, dan melindungi semua

pihak dalam transaksi tanah.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa akta otentik memiliki

posisi yangisangatipenting dalamimewujudkan asas kepastian hukum

dalam jualibeliitanah. Keberadaannya memberikanijaminan

bahwaiperalihanihak dilakukanisecara sah, jelas, dan dapat dibuktikan

secara hukum, sehingga memberikan perlindungan menyeluruh baik

secara preventif maupun represif bagiiparaiipihak yang terlibat. Oleh

sebab itu, akta otentik merupakan pondasi utama dalam setiap transaksi

pertanahan yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, ketertiban

administrasi, dan perlindunganihakimasyarakat.

25 Maria S.W. Sumardjono, 2001, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan
Implementasi, Kompas, Jakarta, hlm. 42.
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Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

menentukan bahwa suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi empat

syarat, yaitu: (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (2)

kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; dan (4)

suatu sebab yang halal.26 Keempat syarat tersebut merupakan fondasi yang

menentukan apakah suatu perjanjian dapat menimbulkan akibat hukum

dan mengikat para pihak sebagaimana asas pacta sunt servanda dalam

Pasal 1338 KUH Perdata.27 Para ahli hukum membagi syarat tersebut

menjadi syarat subjektif dan syarat objektif, yang masing-masing memiliki

konsekuensi hukum berbeda apabila tidak terpenuhi.

Syarat pertama, yaitu kesepakatan para pihak, merupakan unsur

fundamental yang menunjukkan adanya pertemuan kehendak (consensus

ad idem) antara pihak-pihak yang membuat perjanjian. Kesepakatan harus

lahir secara bebas tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan.28

Menurut R. Subekti, perjanjian dianggap tidak sah apabila salah satu pihak

memberikan persetujuan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan,

sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan.29 Dengan demikian,

kesepakatan tidak hanya sekadar tanda tangan pada dokumen, tetapi harus

mencerminkan kehendak yang sungguh-sungguh dari para pihak.

Syarat kedua adalah kecakapan para pihak untuk membuat

perikatan. KUH Perdata pada dasarnya menganggap setiap orang cakap

26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.
27 KUH Perdata, Pasal 1338 ayat (1).
28 R. Subekti, 2008, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, hlm. 13.
29 Ibid., hlm. 15.
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membuat perjanjian kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan

tidak cakap, seperti anak di bawah umur, orang yang ditaruh di bawah

pengampuan, atau mereka yang secara hukum tidak mampu bertindak.30

Kecakapan merupakan syarat penting untuk menjamin bahwa pihak-pihak

yang membuat perjanjian memahami akibat hukum yang mereka ciptakan.

Jikaisyaratikecakapan iniitidakiterpenuhi, makaiperjanjianidapat

dibatalkan karena dianggap cacat secara subjektif.31

Syaratiketigaiadalahisuatuihal tertentu, yang berarti objek

perjanjian harusijelas, dapatiditentukan, dan dapat diperdagangkan secara

hukum.32 Objek yang dimaksud tidak harus ditentukan secara rinci pada

saat perjanjian dibuat, tetapi setidaknya dapat ditentukan kemudian. Dalam

konteks jual beli tanah, kejelasan objek memerlukan identifikasi yang pasti

mengenai letak, luas, batas-batas, serta status hukum tanah tersebut.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kejelasan objek merupakan syarat

objektif karena tanpa objek yang pasti, perjanjian tidak dapat melahirkan

hak dan kewajiban para pihak.33

Syarat keempat adalah causa yang halal, yakni tujuan dari

perjanjian harus sesuai dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.34

Perjanjian yang dibuat untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum,

seperti jual beli barang terlarang atau perjanjian yang bertentangan dengan

30 KUH Perdata, Pasal 1330.
31 R. Setiawan, 1987, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, hlm. 78.
32 Mariam Darus Badrulzaman, 1983, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan, Alumni,

Bandung, hlm. 54.
33 Sudikno Mertokusumo, 2009, Penemuan Hukum, Liberty, Yogyakarta, hlm. 45.
34 KUH Perdata, Pasal 1337.
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ketertiban umum, adalah batal demi hukum.35 Causa halal sangat

menentukan keabsahan suatu perjanjian, karena hukum tidak akan

memberikan perlindungan terhadap perbuatan hukum yang memiliki

tujuan terlarang.

Dari keempat syarat tersebut, kesepakatan dan kecakapan termasuk

syarat subjektif, sedangkan objek tertentu dan causa halal adalah syarat

objektif.36 Pelanggaran terhadap syarat subjektif mengakibatkan perjanjian

dapat dibatalkan, sedangkan pelanggaran terhadap syarat objektif

menyebabkan perjanjian batal demi hukum.37 Pembagian ini memiliki

dampak signifikan dalam penyelesaian sengketa, karena menentukan

apakah perjanjian masih memiliki akibat hukum atau tidak.

Keberadaan syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata

menunjukkan bahwa hukum perjanjian tidak semata-mata berorientasi

pada kebebasan berkontrak, tetapi juga bertujuan menjaga keseimbangan,

keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak. Dalam praktik

transaksi pertanahan, pemenuhan syarat-syarat tersebut menjadi sangat

penting untuk memastikan bahwa perjanjian jual beli tanah tidak hanya

sah secara formil, tetapi juga menciptakan kepastian hukum dan mencegah

timbulnya sengketa di kemudian hari.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960

merupakan dasar utama hukum agraria nasional yang menggantikan sistem

dualisme hukum tanah warisan kolonial. Salah satu prinsip fundamental

35 Subekti, Hukum Perjanjian, hlm. 21.
36 Mariam Darus Badrulzaman, Hukum Perikatan, hlm. 50
37 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, hlm. 81.
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yang diperkenalkan UUPA adalah bahwa hak atas tanah harus dibuktikan

dan dilindungi melalui sistem pendaftaran tanah yang diselenggarakan

oleh Negara.38 Ketentuan ini menunjukkan bahwa UUPA menempatkan

sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)

sebagai alat bukti yang kuat dan sah mengenai kepemilikan atau

penguasaan hak atas tanah di Indonesia.

Landasan normatif mengenai hal ini diatur dalam Pasal 19 UUPA,

yangimenyatakanibahwaipemerintahimenyelenggarakanipendaftaranitanah

untukiimenjamin kepastian hukum.39 Pasal ini memperjelas bahwa

pendaftaranitanahibukanisekadar kegiatan administratif, tetapiimerupakan

instrumenihukum untukimemberikan perlindungan kepada pemegang hak.

Dalam ayat (2) pasal tersebut, ditegaskan bahwa pendaftaran tanah

bertujuan menghasilkan “surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai

alat pembuktian yang kuat”.Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria

merupakan landasan normatif utama dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah di

Indonesia yang bertujuan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum

bagi pemegang hak atas tanah. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintah

berkewajiban menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia

secara sistematis, yang meliputi kegiatan pengukuran dan pemetaan tanah,

pencatatan hak atas tanah, serta pemberian surat tanda bukti hak berupa sertifikat.

Sertifikat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang kuat sebagai alat bukti

38 Maria S.W. Sumardjono, 2001, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan
Implementasi, Kompas, Jakarta, hlm. 18.

39 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,
Pasal 19 ayat (1).
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kepemilikan yang sah, sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta

mencegah terjadinya sengketa pertanahan. Lebih lanjut, pelaksanaan pendaftaran

tanah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 UUPA diatur secara teknis dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang mengatur prosedur pendaftaran,

peralihan hak, dan penerbitan sertifikat. Dengan demikian, keberadaan Pasal 19

UUPA memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin tertib administrasi

pertanahan serta menjadi dasar hukum dalam setiap perbuatan hukum yang

berkaitan dengan tanah, termasuk perjanjian jual beli.

40Menurut Urip Santoso, sertifikat tanah memiliki kekuatan hukum

karena diterbitkaniberdasarkanidataifisik dan yuridis yangitelah

diverifikasi oleh BPN melalui prosedur pengukuran, penelitian riwayat

tanah, pemeriksaan dokumen kepemilikan, dan pencatatan dalam buku

tanah.41 Olehiarenaiitu, sertifikat bukan hanya sebagai dokumen

administratif, tetapi juga sebagai bukti yang memiliki nilai pembuktian

kuat dalam perkara sengketa tanah.

Dalam perspektif hukum agraria, keberadaan sertifikat tanah sangat

penting karena pendaftaran tanah dilakukan untuk memenuhi asas

kepastian hukum. Boedi Harsono menegaskan bahwa sertifikat tanah

memiliki fungsi ganda: sebagai alat bukti kepemilikan serta sebagai sarana

untukimenjamin perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah.42

Dengan adanya sertifikat, pemegang hak memiliki perlindungan terhadap

40 Ibid., Pasal 19 ayat (2).
41 Urip Santoso, 2010, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta, hlm.

118.
42 Boedi Harsono, 2005, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, hlm. 73.
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pihak ketiga yang mengklaim tanah tersebut, serta terlindungi dari

tindakan sewenang-wenang karena negara mengakui haknya secara resmi.

Sistem ini mencerminkan pandangan bahwa sertifikat

menjadiijaminaniresmiitentangistatus hukum tanah.

dalam praktik peradilan, sertifikat BPN sering dijadikan alat bukti

utama untuk menyelesaikan sengketa pertanahan. Yurisprudensi

Mahkamah Agung juga memperkuat kedudukan sertifikat BPN sebagai

alat bukti kuat yang memberi presumptio iustae causa—artinya sertifikat

dianggapibenariselamaitidakidibuktikanisebaliknya di pengadilan.43 Oleh

sebab itu, UUPA menempatkan sertifikat sebagai elemen vital yang harus

dilibatkanidalamisetiapiprosesiperalihanihakiatasitanah.

Dengan demikian UUPA No. 5 Tahun 1960 secaraiiitegas

menegaskan bahwa pembuktian hakiiatasiitanahiiharus dilakukan melalui

sertifikat yang diterbitkan BPN, yang memiliki kekuatan hukum sebagai

alatibuktiiyangikuatidanimemberikan kepastian hukumiibagi pemegang

hak. Ketentuan ini menjadi fondasi utama sistem pertanahan nasional,

mencegah sengketa, mengatur tertib administrasi, dan memberikan

perlindungan maksimal dalam setiap transaksi tanah di Indonesia.

PeraturaniPemerintahiNomor 24 Tahun 1997 tentangiPendaftaran

Tanahimerupakan peraturanipelaksana utama dari Pasal 19 Undang-

Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Salah satu

ketentuan paling penting dalam PP tersebut adalah Pasal 37 ayat (1)

43 Putusan Mahkamah Agung RI No. 106 K/Sip/1973 (yurisprudensi sertifikat sebagai alat
bukti yang kuat).
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yangimenyatakan bahwaisetiap peralihanihak atas tanah, termasuk jual

beli, hanyaidapat didaftarkaniapabilaidibuktikan denganiaktaiyang

diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).44 Ketentuaniini

menegaskan bahwaiakta PPAT bukan sekadar dokumen administratif,

tetapi merupakan syarat formal yang wajib dipenuhi agar peralihan

hakiatasitanah memperoleh kepastianihukum melalui pendaftaran di

Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Akta PPAT berfungsi sebagai akta otentik, yakni akta yang

diterbitkan oleh pejabat umum yang diberi kewenangan oleh undang-

undang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna menurut Pasal 1868

KUH Perdata.² Sebagai akta otentik, akta PPAT memberikan jaminan

bahwaiperbuatanihukumijualibeli tanah telah dilakukan sesuai prosedur, di

hadapan pejabat berwenang, dan mencerminkan kehendak para pihak

secara sah. Menurut Habib Adjie, akta PPAT memilikiikekuatan “volledig

bewijs” atau pembuktianiisempurnaiiyang tidak dapat disangkal kecuali

dengan pembuktian sebaliknya melalui mekanisme pembatalan atau

gugatan perdata.45 Dengan demikian, akta PPAT berfungsi sebagai alat

bukti utama dalam perkara-perkara pertanahan.

Lebih jauh, akta PPAT adalah dasar administratif yang digunakan

untuk memproses perubahan data yuridis dalam buku tanah di BPN. Tanpa

akta PPAT, peralihan hak tidak dapat dicatat, sehingga sertifikat tidak

44 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 37 ayat
(1).

45 Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm. 56.
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dapat diterbitkan atau diubah.46 Ketiadaan pencatatan peralihan hak akan

menimbulkan ketidakpastian status hukum tanah dan membuka peluang

timbulnya sengketa karena tidak ada bukti resmi bahwa hak telah beralih

kepada pembeli. Oleh sebab itu, fungsi akta PPAT tidak hanya berkaitan

dengan pembuktian substansial, tetapi juga berkaitan langsung dengan

sistem administrasi pertanahan dalam rangka mewujudkan tertib hukum

agraria.

Dalam perspektif hukum agraria, pembuatan akta PPAT

merupakan bagian dari upaya negara untuk menciptakan kepastianiihukum

dan perlindunganihukumibagiiparaipihakiyang terlibat dalam transaksi

tanah. Menurut Boedi Harsono, pendaftaran peralihanihakiatasitanah

hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh alat bukti otentik yang

memuat kesepakatan para pihak, objek tanah, serta syarat-syarat peralihan

hak secara lengkap dan jelas.47 Hal ini bertujuan untuk mencegah

terjadinya tumpang tindih hak, klaim sepihak, maupun pemalsuan

dokumen yang kerap terjadi dalam transaksi tanah di Indonesia. Dengan

akta PPAT, negara memiliki catatan resmi mengenai setiap peralihan hak,

sehinggaidapatiimemberikan perlindunganihukumikepadaipemegang

sertifikat dan memastikan bahwa data pertanahan selalu mutakhir.

Selain itu, proses pembuatan akta PPAT melibatkan verifikasi dan

pemeriksaan ketat terhadap identitas para pihak, sertifikat tanah, serta

keabsahan objek tanah. PPAT wajib menolak membuat akta apabila

46 Urip Santoso, 2010, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta, hlm.
122.

47 Boedi Harsono, 2005, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta , hlm. 105.
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ditemukan ketidaksesuaian data atau adanya potensi sengketa.48 Fungsi ini

menunjukkan bahwa akta PPAT berperan sebagai mekanisme kontrol

hukum preventif (preventive legal protection), sebagaimanaidikemukakan

Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum preventif diberikan

sebelum munculnya sengketa, melalui prosedur yang menjamin adanya

kepastian dan ketertiban.49 Dengan demikian, akta PPAT mencegah

terjadinya kerugian yang mungkin dialami oleh salah satu pihak sebagai

akibat dari transaksi yang tidak sah atau dilakukan tanpa pengawasan.

Dalam praktik pertanahan di Indonesia, sengketa banyak terjadi

ketika transaksi tanah dilakukan tanpa akta PPAT, hanya berdasarkan surat

pernyataan, kuitansi, atau perjanjian di bawah tangan. Dokumen tersebut

tidak memiliki kekuatan pembuktian otentik danitidakidapat dijadikan

dasar pendaftaraniitanahiidiiiBPN.50 Akibatnya, pembeli tidak

mendapatkan perlindungan hukum

karenaitidakimemilikiibuktiiresmiiyangidiakuiinegara mengenai peralihan

hak tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa hak

atasiitanahiihanyaiidiakui secara penuh apabila telah didaftarkan dalam

sistem pertanahan nasional.

Dengan demikian, Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997

menegaskan posisiiaktaiPPAT sebagai instrumen hukum yang wajib dan

48 Peraturan Kepala BPN RI No. 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PPAT,
Pasal 6–8.

49 Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu,
Surabaya, hlm. 27.

50 Maria S.W. Sumardjono, 2001, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan
Implementasi, Kompas, Jakarta, hlm. 39.
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esensial dalam setiapiperalihanihakiatasitanah. Akta tersebut menjadi

wujud konkret asas kepastianihukum dalam transaksi pertanahan,

memberikan perlindungan hukum preventif dan represif, serta memastikan

bahwa peralihan hak dicatat dalam sistem administrasi pertanahan secara

resmi. Olehisebabiitu, transaksiijualibeliitanah tanpa akta PPAT tidak

hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga menimbulkan konsekuensi

hukum berupa ketidakpastian status dan lemahnya kedudukan para pihak

dalam pembuktian.

Latar belakang penelitian ini pada akhirnya menegaskan bahwa

persoalan keabsahan perjanjian jual beli lahan plasma tanpa akta

notaris/PPAT bukan hanya merupakan isu administratif, tetapi

menyangkut inti dari kepastian hukum, perlindungan hukum, serta

keadilan bagi masyarakat pemilik lahan. Kompleksitas nilai strategis tanah

baik secara ekonomi, sosial, maupun politik menuntut adanya standar

hukum yang ketat melalui pemenuhan syarat sah perjanjian menurut Pasal

1320 KUH Perdata, kewajiban pembuatan akta otentik sesuai ketentuan

agraria, serta pendaftaran tanah sebagai instrumen resmi pembuktian hak.

Ketika transaksi dilakukan tanpa akta PPAT, timbul ketidakpastian

mengenai status kepemilikan, lemahnya kedudukan pembuktian, dan

potensi sengketa yang dapat merugikan pihak beritikad baik. Kondisi ini

menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum positif dan

praktik di lapangan, khususnya dalam transaksi lahan plasma yang

melibatkan perusahaan dan masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian ini
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menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana bentuk

perjanjian yang terjadi, apakah memenuhi syarat keabsahan, serta apa

akibat hukumnya, agar dapat memberikan pemahaman yang komprehensif

dan kontribusi nyata bagi pembentukan praktik hukum pertanahan yang

lebih tertib, adil, dan berorientasi pada kepastian hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkaniuraian pada lataribelakang di atas, maka permasalahan

yang akan dikaji dalamipenelitianiiniidapat dirumuskan sebagaiiberikut:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli lahan plasma PT CLBB di

Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas?

2. Apaiiakibatiihukumiidariiiperjanjian jual beli lahan plasma yangiitidak

dibuat di hadapan notaris?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada kajian yuridis

mengenaiikeabsahaniperjanjianijualibeliilahan plasma yangidilakukan oleh

PT Citra Lestari Bhakti (CLBB) di Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten

Musi Rawas, yang dilakukan tanpa akta notaris/PPAT. Secara substansi,

penelitian ini akan membatasi pembahasan pada aspek hukum perdata dan

hukum agraria, khususnya yang terkait dengan syarat sahnya perjanjian

menurut Pasal 1320 KUH Perdata, prinsip kebebasan berkontrak dalam

Pasal 1338 KUH Perdata, ketentuan UUPA mengenai peralihan hak atas

tanah, serta kewajiban pembuatan akta otentik oleh PPAT sebagaimana
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diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penelitian

ini tidak membahas aspek ekonomi, sosial, maupun politik secara

mendalam, melainkan menitikberatkan pada analisis normatif dan empiris

mengenai kepastian hukum, perlindungan hukum, dan akibat hukum yang

timbul dari perjanjian jual beli tanah plasma tanpa akta notaris. Dengan

demikian, ruang lingkup penelitian ini mencakup identifikasi aturan

hukum yang berlaku, penerapannya dalam praktik di Muara Lakitan, serta

implikasi hukumnya bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian

tersebut.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untukimengetahuiikeabsahan perjanjian jual beli lahan plasma PT

CLBB di Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.

b. Untukiimengetahuiiiakibatiihukum dari perjanjianiijualiibeliiitanah

tanpa akta notaris.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata dan

hukum agraria, melalui analisis mendalam

mengenaiikeabsahaniperjanjian

jualibeliitanahitanpaiaktainotaris/PPAT. Penelitian ini memperkaya

literatur akademik mengenai perbedaan antara keabsahan perjanjian
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secara perdata berdasarkan KUH Perdata dan keabsahan formil

menurut hukum agraria (UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997).

Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadiireferensi bagi

akademisi, mahasiswa, maupun peneliti hukum lainnya yang ingin

mengkaji lebih lanjut persoalan kepastian hukum dalam

perjanjianijualibeli tanah.

b. Manfaat Praktis

Penelitianiiniidiharapkan dapat memberikan pemahaman

bagi masyarakat, aparat desa, perusahaan, maupun praktisi hukum

tentang pentingnya akta notaris/PPAT dalam setiap perjanjianijual

beliitanahiuntukimenjaminikepastianihukum dan perlindungan hak

para pihak. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan

pertimbangan bagiipemerintahidaerah maupun pembuat kebijakan

dalam merumuskan regulasi atau kebijakan pengawasan yang lebih

efektif, khususnya terkait transaksi lahan plasma di sektor

perkebunan, agar tidak menimbulkan sengketa dan merugikan

masyarakat pemilik lahan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Keabsahan
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Teoriikeabsahaniadalahiteori yang menjelaskan syarat-syarat

agar suatu norma, tindakan, atau keputusan hukum dapat diakui sah

serta mempunyai kekuatan mengikat dalam sistem hukum.51

b. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastianihukumiadalahiteori yang menekankan bahwa

hukum harus jelas, tetap, konsisten, dan dapat diprediksi sehingga

memberikan jaminan ketertiban serta perlindungan bagi masyarakat

dalam pelaksanaannya.52

c. Teori Perjanjian

Teori perjanjian adalah teori yang menjelaskan bahwa

perjanjianimerupakanihubunganihukumantara dua pihak atau lebih

yang lahiridariikesepakatanipara pihak untuk menimbulkan akibat

hukum berupa hakidanikewajibaniyangiharus dipenuhi.53

d. Teori Perlindungan Hukum

Teoriiiperlindunganiihukum adalah teori yang menekankan

bahwa hukum harus memberikan pengayoman, jaminan, dan

perlindungan terhadap hak-hak setiap orang dari tindakan yang

merugikan, baik oleh sesama warga negara maupun oleh penguasa.54

51 Hans Kelsen, 1945, General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Anders
Wedberg, Cambridge: Harvard University Press, hlm. 115.

52 Gustav Radbruch, 1975, Legal Philosophy, diterjemahkan oleh Kurt Wilk, New York:
Greenwood Press, hlm. 169.

53 Subekti, 2005, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, hlm. 1.
54 Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina

Ilmu, hlm. 25.
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2. Kerangka Konseptual

a. Keabsahan

Keabsahan suatu perjanjian pada

dasarnyaimenunjukkanibahwa perjanjian tersebut lahir sesuai dengan

syarat hukum yang berlaku sehingga menimbulkan akibat hukum

yang sah.

b. Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan perjanjian timbal balik antara penjual

dan pembeli, di mana penjual berkewajiban menyerahkan hak milik atas

suatu barang dan pembeli berkewajiban membayar harga yang telah

disepakati..55

c. Lahan Plasma

Lahan plasma adalah bagian dari program perkebunan inti

rakyat yang ditujukan bagi masyarakat sekitar perkebunan inti untuk

memperoleh manfaat ekonomi.

d. Akta Notaris/PPAT

Akta PPAT merupakaniiakta otentik yang diterbitkan oleh

pejabat umum yangidiberi kewenangan khusus untuk itu.56 Aktaiini

memilikiiikekuataniipembuktian sempurna dan menjadi dasar sah

pendaftaran peralihan hak atas tanah. Oleh sebab itu, akta PPAT

55 Urip Santoso, 2010, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta, h.
115

56 Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, h. 62.



28

adalah instrumen esensial untuk menjamin kepastian dan

perlindungan hukum dalam jual beli tanah

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitianiini menggunakan metode penelitian hukum empiris,

yaituipenelitianihukum yangimengkaji bagaimana hukum bekerja

dalam praktik. Fokus penelitian diarahkan pada penerapan ketentuan

hukum mengenai perjanjian jual beli lahan plasma tanpa akta

notaris/PPAT di Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas,

serta akibat hukum yang ditimbulkan bagiiiparaiipihak. Dengan

demikian, penelitian ini menggabungkan pendekatan normatif dengan

data empiris yang diperoleh dari lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekataniiyang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekataniiperundang-undangan (statute approach) dan pendekatan

konseptual (conceptual approach).

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), menelaah

ketentuan dalam KUH Perdata, UUPA, dan PP No. 24 Tahun 1997.

b. Pendekatan konseptual (conceptual approach), mengkaji konsep

keabsahan perjanjian, asasiikebebasan berkontrak, asas kepastian

hukum, daniperlindunganihukum.
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c. Pendekatan sosiologis (sociological approach), menggali fakta di

lapangan terkait praktik jual beli lahan plasma yang dilakukan

masyarakat dengan PT CLBB tanpa akta notaris/PPAT.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan Muara Lakitan,

Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, karena wilayah ini menjadi

tempat berlangsungnya praktik jual beli lahan plasma antara masyarakat

dengan PT CLBB.

4. Sumber Data

Sumberidataiyangidigunakanidalamipenelitianiini terdiri dari:

a. Data primer : diperoleh melalui penelitian lapangan dengan

wawancara dan observasi kepada masyarakat pemilik lahan plasma,

pihak perusahaan (PT CLBB), perangkat desa, pejabat BPN, serta

notaris/PPAT terkait.

b. Data Sekunder : meliputi bahan hukum primer (KUH Perdata,

UUPA, PP No. 24 Tahun 1997), bahanihukum sekunderi(literatur

hukum, jurnal, artikel), serta bahan hukum tersier (kamus hukum,

ensiklopedia, media berita terkait kasus).

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulanidataidilakukan melalui:

a. Studi kepustakaan (Library Researc), yaitu dengan menelaah

literatur berupa buku, jurnal, peraturaniperundang-undangan, dan

doktrin para ahli yang relevan dengan tema penelitian.
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b. Wawancara, dilakukan dengan responden kunci, yaitu masyarakat

pemilik lahan plasma, pengurus koperasi plasma, perwakilan PT

CLBB, pejabat desa, pejabat BPN, dan notaris/PPAT.

c. Observasi lapangan, mengamati langsung kondisi masyarakat dan

praktik jual beli tanah plasma tanpa akta notaris.

d. Dokumentasi, mengumpulkan data pendukung berupa salinan

perjanjian, arsip desa, notulen rapat, maupun berita media terkait

kasus.

6. Analisis Data

Dataidalamipenelitianiiniidianalisisisecara kualitatif dengan cara

menghubungkan ketentuan hukum positif dengan realitas yang terjadi di

lapangan. Proses analisis dimulai dengan melakukan reduksi data, yaitu

memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan permasalahan

penelitian. Selanjutnya, data yang telah terkumpul disusun dan disajikan

dalam bentuk uraian deskriptif agar lebih mudah dipahami. Dari hasil

penyajian tersebut, peneliti kemudian menarik kesimpulan dengan

metode deduktif, yakni menguraikan aturan hukum yang bersifat umum

dan mengaitkannya dengan fakta empiris di lapangan, sehingga dapat

diketahui keabsahan daniakibatihukum dari perjanjianijual beli lahan

plasma tanpa akta notaris.
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G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan

dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode

penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian.

Pembahasan dalam bab ini meliputi tinjauan umum tentang perjanjian

dalam hukum perdata, syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH

Perdata, asas-asas hukum perjanjian, jual beli tanah dalam hukum agraria,

pendaftaran tanah dan kepastian hukum, lahan plasma dalam sistem

perkebunan, serta kerangka teoritis mengenai perlindungan hukum dan

kepastian hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian lapangan dan pembahasannya. Dalam bab

ini dibahas mengenai bentuk perjanjian jual beli lahan plasma PT Citra

Lestari Bhakti (CLBB) di Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi

Rawas, serta akibat hukum dari perjanjian jual beli lahan plasma yang

tidak diterbitkan dalam akta notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah

(PPAT). Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum

yang berlaku dengan fakta yang ditemukan di lapangan.

BAB IV PENUTUP
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Bab ini merupakan bagian akhir dari tesis yang berisi kesimpulan dari

seluruh pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, serta

saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi

pengembangan ilmu hukum maupun praktik hukum di bidang pertanahan.
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